PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el pemkab@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 700/010 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DESA ANTIKORUPSI TAHUN 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
meningkatnya pelayanan publik dan meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan
pembangunan Desa  menuju predikat Desa
Antikorupsi,

b. bahwa agar pembangunan Desa menuju predikat Desa
Antikorupsi dapat dilaksanakan secara terencana dan
terukur, perlu membentuk Tim Penilai Desa
Antikorupsi Tahun 2026;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia
Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan
KESATU

y

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6327);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 307);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 300);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penilai Desa Antikorupsi Tahun 2026,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN :

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU sebagai berikut:

a.

b.

C.

melakukan  penilaian terhadap hasil evaluasi
pembangunan Desa Antikorupsi;

menetapkan hasil penilaian pembangunan Desa
Antikorupsi; dan

melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Daerah.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
/ KABUPATEN SUKOHARJO,

Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo; dan

3. Tim yang bersangkutan.




Lampiran

: Keputusan Sekretaris Daerah

Kabupaten Sukoharjo

Nomor

:700/010 TAHUN 2026

Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENILAI DESA ANTIKORUPSI TAHUN 2026

KEDUDUKAN

NO NAMA/NIP/JABATAN DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3

1. |Inspektur Daerah Kabupaten Ketua Bertanggung jawab

Sukoharjo atas pelaksanaan
kegiatan

2. | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Anggota Bertanggung jawab
Masyarakat Dan Desa Kabupaten sesuai bidang
Sukoharjo tugasnya

3. | Kepala Bidang Aplikasi Informatika Anggota Bertanggung jawab
pada Dinas Komunikasi Dan sesuai bidang
Informatika Kabupaten Sukoharjo tugasnya

4. | Agus Joko Marwanto, S.H., M.Si. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19671005 199312 1 003 sesuai bidang
Auditor Ahli Madya pada Inspektorat tugasnya
Daerah Kabupaten Sukoharjo

5. | Adhi Pramono, S.Si. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19801025 200604 1 006 sesuai bidang
Auditor Ahli Madya pada Inspektorat tugasnya
Daerah Kabupaten Sukoharjo

6. | Andri Sumartono, S.E., M.Si. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19780228 200801 1 006 sesuai bidang
Auditor Ahli Muda pada Inspektorat tugasnya
Daerah Kabupaten Sukoharjo

7. | Sri Retno Handayani, S.E. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19840328 201001 2 026 sesuai bidang
Auditor Ahli Muda pada Inspektorat tugasnya
Daerah Kabupaten Sukoharjo

8. | Haryanti, S.Kom., M.Eng. Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19790922 200604 2 010 sesuai bidang
Pranata Komputer Ahli Muda pada tugasnya
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Sukoharjo

9. | Alfian Suprandanu, S.Kom. Anggota Bertanggung jawab
NIPPPK. 19950318 202221 1 004 sesuai bidang
Pranata Komputer Ahli Pertama tugasnya
pada Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Sukoharjo

10. | Tri Yanto, A.Md. Anggota Bertanggung jawab

NIP. 19930930 202203 1 007
Pengelola Data dan Informasi pada
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Sukoharjo

sesuai
tugasnya

bidang




KEDUDUKAN
NO NAMA/NIP/JABATAN DALAM TIM KETERANGAN
1 2 3
11. | Arda Wahyu Noviyanto, A.Md. Anggota Bertanggung jawab

NIP. 19881123 202203 1 005
Pengelola Data dan Informasi pada
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Sukoharjo

sesuai bidang
tugasnya

12.

Puguh Iman Setiawan Hadi, A.Md.
NIPPPK. 19930805 202221 1 001

Pranata Komputer Pelaksana
Terampil pada Dinas Komunikasi
Dan Informatika Kabupaten
Sukoharjo

Anggota

Bertanggung jawab
sesuai bidang
tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
/KABUPATEN SUKOHARJO,

S WIDODO




